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BAB II 

PEMBAHASAN 

A. Diskripsi Teori  

1.   Non Performing Financing (NPF) 

a. Pengertian pembiayaan bermasalah/ NPF 

Mekanisme pembiayaan di perbankan terdapat beberapa 

pembiayaan yang bermasalah. Kredit atau pembiayaan bermasalah 

merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank tetapi nasabah tidak 

dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran tidak sesuai 

dengan perjanjian yang telah disepakati oleh bank dan nasabah. Bank 

menggolongkan pembiayaan non performing sebagai pembiayaan kurang 

lancar, diragukan dan macet. 

a) Pembiayaan kurang lancar 

Pembiyaan kurang lancar merupakan pembiayaan yang telah 

mengalami penunggakan 

1. Pengembalian angsuran telah mengalami penundaan 

pembayarannya melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari 

180 hari. 

2. Pada kondisi ini hubungan antara debitur (nasabah) dengan bank 

memburuk. 
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3. Informasi keuangan debitur (nasabah) tidak dapat diyakini oleh 

bank.
13

 

Bagi bank, semakin dini dalam menanggapi pembiayaan yang 

diberikan menjadi bermasalah, semakin baik karena semakin dini pula 

dalam upaya penyelamatannya sehingga tidak terlanjur parah yang 

berakibat semakin sulit penyelesaiannya. 

b) Pembiayaan diragukan 

Pembiayaan diragukan merupakan pembiayaan yang mengalami 

penundaan angsuran. 

(a) Penundaan angsuran antara 180 hari hingga 270 hari. 

(b) Pada saat ini hubungan debitur atau nasabah dengan bank semakin 

memburuk. 

(c) Informasi keuangan sudah tidak dapat dipercaya. 

c) Pembiayaan macet 

Kredit atau pembiayaan macet merupakan kredit atau 

pembiayaan yang menunggak melampaui 270 hari atau lebih. Bank 

akan mengalami kerugian atas kredit macet tersebut.
 14

 Sehingga pihak 

bank harus bisa sebisa mungkin mengantisipasi agar tidak terjadi 

pembiayaan bermasalah agar pihak bank tidak mengalami kerugian 

atas kredit yang diberikan.
 
 

 

                                                           
13

 Ismail, Manajemen Perbankan: Dari teori menuju praktek, (Jakarta:Kencana Prenada 

Media.2010) hal. 124 
14

 Ibid.hal.125  
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b. Sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah  

Dalam penyaluran pembiayaan, tidak selamanya pembiayaan 

yang diberikan bank kepada nasabah akan berjalan lancar sesuai 

dengan yang diharapkan didalam perjanjian pembiayaan. Pada hampir 

setiap lembaga keuangan Syari’ah dapat dijumpai adanya pembiyaan 

bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang banyak terjadi dikalangan 

lembaga keuangan terjadi tidak secara tiba-tiba, melainkan disebabkan 

oleh 2 hal yaitu dari pihak perbankan/ pihak internal, dan dari pihak 

nasabah/ eksternal.
15

 Kondisi lingkungan eksternal dan internal dapat 

mempengaruhi kelancaran kewajiban nasabah kepada bank sehingga 

pembiayaan yang disalurkan berpotensi atau menyebabkan kegagalan. 

Kondisi lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi 

kegagalan dalam pemberian pembiayaan, antara lain : 

1. Perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan/ peraturan yang 

mempengaruhi usaha nasabah. 

2. Tingkat persaingan yang tinggi, perubahan tegnologi dan dan 

perubahan preferensi pelanggan. 

3. Faktor resiko geografis terkait dengan bencana alam yang 

mempengatuhi usaha nasabah.
16

 

Kondisi lingkungan eksternal merupakan faktor yang berada 

diluar kekuasaan manajemen perusahaan atau Bank, sehingga pihak 

                                                           
15

 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, Cet.VI,(Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2007).hal. 115 
16

 Ikatan Bankir Indonesia, Bisnis Kredit Perbankan,(PT.Gramedia Pustaka 

Utama:2015).hal.92  
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bank tidak bisa melakukan analisis lebih lanjut. Hal yang perlu 

dilakukan oleh bank adalah bagaimana cara membantu nasabah untuk 

bisa menjalankan/bangkit lagi untuk menjalankan usahanya. 

Kondisi Internal yang dapat mempengaruhi kegagalan dalam 

pemberian pembiayaan, dapat dilihat dari dua sisi yaitu : 

a) Dari sisi debitur/ nasabah 

- Sikap kooperatif dari nasabah menurun dan adanya itikad yang 

kurang baik dari nasabah atau manajemen perusahaan. 

- Pembiayaan yang terima tidak digunakan untuk tujuan yang 

seharusnya sebagaimana yang diperjanjikan dengan bank. 

- Strategi usaha nasabah tidak tepat, sehingga usaha yang 

dijalankan tidak berjalan dengan baik. 

- Konflik di dalam manajemen, organisasi, dan kepegawaian 

(untuk debitur yang merupakan badan usaha). 

b) Dari sisi Bank 

- Analisis pembiayaan yang kurang memadai dari bank sehingga 

terjadinya ketidak tepatan dalam penilaian risiko. 

- Pemantauan terhadap fasilitas pembiayaan yang diberikan 

kurang memdai/ lemah. 

- Adanya fraud yang dilakukan oleh karyawan bank terkait 

dengan penyaluran pembiayaan kepada nasabah. 
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- Penguasaan agunan yang lemah, baik dari objek/ fisik agunan 

maupun pengikatannya.
17

 

Jiri podpiera dan Laurent menyimpulkan bahwa timbulnya 

pembiayaan bermasalah atau NPF dipengaruhi oleh kemampuan dan 

sikap manajemen internal dalam mengambil keputusan pembiayaan 

dan kegiatan pengawasan serta menjaga kualitas kredit atau 

pembiayaan yang telah diberikan hingga lunas atau selesai.
18

 NPF 

yang tinggi akan menyebabkan penurunan modal yang dimiliki oleh 

suatu lembaga keuangan, yang berakibat pada penurunan jumlah 

pembiayaan yang diberikan, karena biaya pencadangan yaitu PPAP 

juga akan mengalami peningkatan.
19

 Jadi semakin tinggi NPF akan 

menurunkan Penyaluran pembiayaan karena lembaga keuangan akan 

lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. 

Sehingga manajemen internal yang buruk dapat menimbulkan 

terjadinya pembiayaan bermasalah sehingga bank harus bisa 

membentuk manajemen yang memiliki kopentensi yang baik seperti 

pengetahuan mengenai pengkreditan, kemampuan atau keahlian dalam 

melakukan analisis kredit, menilai jaminan dan melakukan 

pengawasan terhadap pembiayaan yang telah diberikan. 

 

 

 

                                                           
17

 Ibid. hal.93 
18

 Hendy Herijanto,Selamatkan Perbankan,(Jakarta: PT.Mizan Publika.2013).Hal.301 
19

 Fenny Rosmanita, Manajemen Risiko Bank Islam, (Jakarta: Salemba Empat.2013).hal.67 
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c. Tinjauan Syari’ah tentang pembiayaan bermasalah 

1. Landasan utang piutang 

Ajaran Islam yang bersandarkan kepada Al-Qur’an dan 

Hadist Nabi saw mengakui kemungkinan terjadinya utang piutang 

dalam usaha (mu’amalah) atau karena kebutuhan mendesak untuk 

memenuhi kebutuhannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam 

Al-Qur’an surah Al- Baqaraah ayat 282 dan 283.  

Di samping ayat-ayat tersebut, berdasarkan hadist yang 

diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah menyatakan 

bahwa :  

ََ بَِالنَ َنَ َأَ  َوهَ ي َ َنَ اَمَِاَمَ عَ ىَطَ َرَ ت َ إَشَ َمَ لَ سَ َوَ َهَِي لََ ةَعَ ىَاللَ لَ َ
َيدَ َدَِحَ َنَ اَمَِعَ َرَ دََِهَ نَ هَ رَ ،َوَ لَ جَ َأَ ل َىَاََِدََِ

"Rasulullah saw membeli makanan dari seorang Yahudii 

dengan menjadikan baju besinya sebagai jaminan." 

 

Dari ayat-ayat tersebut dan hadist diatas, dapat disimpulkan 

bahwa Islam mengakomodir kegiatan transaksi secara tidak 

tunai/utang, dengan syarat semua transaksi tersebut dicatat sesuai 

prosedur yang berlaku, ditambah adanya saksi-saksi dan barang 

jaminan (rahn) sebagai pelindung agar terhindar dari kerugiaan. 

 

 

 



27 
 

 
 

2. Etika Utang piutang 

Ajaran islam mengajarkan beberapa etika ketika melakukan 

uatang-piutang diantara sesama manusia. Beberapa prinsip etika 

berutang piutang tersebut antara lain adalah : 

a. Menepati janji 

Apabila telah dikat perjanjian utang/ pembiayaan untuk 

jangka waktu tertentu, maka wajib ditepati janji tersebut dan 

pihak yang berutang/ penerima pembiayaan membayar utang/ 

kewajibanya sesuai perjanjian yang dibuat.
20

 Menepati janji 

adalah wajib dan setiap orang bertanggungjawab terhadap 

janjinya sebagaimana dijelaskan Al-Qur’an dalam surat Al-

Maidah, 5 : 01 dan surat Al-Isra 17 : 34.   
21  

 ََ.......َدَِوَ قَ عَ َلَ ابَِوَ ف َ وَ أ اَ وََٓن َ مَ أ ََنَ ي ََذَِاَالَ هَ ي َ َيٓ َ َ
 “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad 

itu...” (QS,5:1) 

هَ عَ لَ ابَِوَ ف َ وَ و أَ .......
و  ل َمَ َانَ كَ دَ هَ عَ الَ َنَ إََِدَِ   22ََس 

“.....penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta 

pertanggung jawabannya” (QS.17:34) 

 

 

                                                           
20

 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syraiah 

(Jakarta:Sinar Grafika.2012).hal.74-75 
21

Soenarjo, Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ 

Pentafsir Al-Qur’an.1971). hal.156. juz. 6  
22

 Ibid. Hal. 429. Juz. 15 
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b. Menyegerakan pembayaran utang 

Orang yang mempunyai utang wajib berusaha membayar 

utangnya hingga selesai. Apabila dia mengalami kesulitan 

sehingga merasa lemah membayar utangnya, maka suatu 

keutamaan untuk terus bersungguh-sungguh membayar 

utangnya. Rasulullah bersabda :  

ََأ ََم نَ  َاَل نَ خ د   َاَل  م و  ع ن ه ,َأَ  َي رَِاَسَِي رَِيد َأ د ء ه اَأ د َىَاللهَ  َأ خ د  و م ن   
ل ف ه َاللهَ  ف  ه اَأ ت   ََيد َإِت لاَ   

“Barang siapa menerima harta orang lain (utang) 

dengan niat akan memabayarnya, maka Allah membayarkan 

utangnya. Dan barang siapa yang menerima harta orang lain 

(utan) dengan maksud hendak meniadakannya (tidak mau 

membayar), maka Allah pun akan membinasahkannya” (H.R. 

Bukhari)  

c. Melarang menunda-nunda pembiayaan utang 

Perbuatan menunda-nunda pembayaran utang padahal 

dia mampu termasuk perbuatan tidak terpuji, dianggap 

perbuatan zalim, dan bahkan bisa dianggap sikap orang yang 

mengingkari janji (munafiq). Hal ini sebagaimana di jelaskan 

Rasullah saw, bahwa: 

ْ ل م َ..م ط ل َال غ نِيَِ َ. 
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“Menunda-nunda pembayaran utang bagi orang yang mampu 

adalah suatu kezaliman...”. (HR. Jamaah) 

....َقَِاَفَِنَ ا ي ة َالَ  ل ف  أ خ   ...أِد او ع د 
“Tanda-tanda orang munafiq adalah.... bila berjaji mengikari 

janji.... “. (HR. Bukhari Muslim) 

d. Lapang dada ketika membayar utang 

Salah satu akhlak yang mulia ialah berlaku tasamuh 

(toleransi) atau lapang dada dalam pembayaran utang. 

Rasulullah bersabda : “semulia-mulia mu’min, ialah orang 

yang mudah dalam penjualan, mudah dalam pembelian, mudah 

dalam membayar (uatang) dan dalam penagihan (piutang)” 

(HR. Tabrani) 

e. Tolong menolong dan memberi kemudahan 

Sikap tolong menolong dan membantu melepaskan 

kesusahan dan kesulitan orang lain, Islam menilai termasuk 

akhlak mulia/ terpuji. Rasulullah saw bersabda :  

 

َ كَ ر بَِال د َن  ي ا,َن َف س  َر ب ة َمِن  مِنَِك  َم ؤ  َع ن  َن َف س  ق ل َم ن 
مَِالقِي اَم ه .... كَ ر بَِي  و  َر ب ة َمِن  ك   اللهَ 
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“Barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang 

Mukmin dari kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan 

kesusahannya di hari qiamat...” (HR. Muslim).
23

 

Islam mengakui dan membolehkan utang piutang, 

walaupun kebolehan tersebut ditekankan karena kebutuhan yang 

mendadak dan berupaya segera mungkin untuk membayarnya. 

Menunda-nunda pembayaran utang dianggap sebagai suatu 

perbuatan tercela, apalagi dalam keadaan mampu. 

3. Penyelamatan pembiayaan bermasalah 

a) Upaya-upaya untuk mengantisipasi risiko pembiayaan 

bermasalah 

Penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat 

dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan 

upaya-upaya yang bersifat represif/kuralif. Upaya-upaya yang 

bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak 

permohonann pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan 

analisis yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan 

perjanjian yang benar, pengikatan angunan yang menjamin 

kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau 

pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. 

                                                           
23

 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syraiah......hal.76-

78 
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Sedangkan upaya-upaya  yang bersifat represif/kuratif 

adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat 

penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayyaan 

bermasalah (non perfiming financing).  

b) Penyelamatan pembiayaan bermasalah 

Penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah upaya 

dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha 

mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh 

debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun 

mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau kewajiban-

kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali 

kewajibannya. 

Dalam proses penyelamatan pembiayaan bermasalah 

ada beberapa alternatif yang ditawarkan yaitu dengan 

melakukan restrukturisasi terhadap pembiayaan yaitu dengan 

Penjadwalan kembali (recheduling), Persyaratan kembali 

(reconditioning), dan Penataan kembali (restrukturing). Hal ini 

sebagai mana dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah 2: 

280. 

كََ إِوََ  سَ وعَ ذَ انَ ن
َم ي س ر ة َ  َ َص دَ و أ نَتَ َر ة َف  ن ظِر ة َإِل 

َل ك م  ر  اَخ ي   ََق  و 
َت  ع ل م ونَ  ت م  كَ ن    24إِن 

                                                           
24

 Soenarjo, Al-Qur’an dan Terjemah....... hal.70. juz. 3  
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“..... dan jika (orang berutang) itu berada dalam 

kesusahan maka berilah tangguh sampai ia kelapangan. Dan 

menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik 

bagimu, jika kamu mengetahui”.  Dan terdapat hadist Rasullah 

saw yang berbunyi : Ibn Abbas meriwayatkan bahwa Nabi saw 

ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadzhir, 

datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: 

“Wahai Nabiyyallah, sesungguhnya Engkau telah 

memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami 

mempunyai piutang pada orang-oarang yang belum jatuh 

tempo”. Maka Rasulullah saw berkata: “berilah keringanan 

dan tagihlah lebih cepat”. (HR.Al-Thabrani dan Al-Hakim) 

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku 

bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip 

syariah, terdapat beberapa ketentuan bank Indonesia yang 

memberikan restrukturisasi pembiayaan, yaitu : 

c) Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang 

restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha 

syariah, sebagai berikut : 

- Penjadwalan kembali (recheduling) yaitu perubahan jadwal 

pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. 

- Persyaratan kembali (reconditioning) yaitu perubahan 

sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain 



33 
 

 
 

perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka 

waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak 

menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan 

kepada bank. 

- Penataan kembali (restrukturing) yaitu perubahan 

persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada recheduling 

atau reconditioning, antara lain : (1) Penambahan dana 

fasilitas pembiayaan bank; (2) konversi akad pembiayaan; 

(3) konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah 

berjangka waktu menengah; (4) konversi akad dengan 

penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah. 

d) Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 

2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, penjelasan pasal 2 

ayat 4 : “restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan 

yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang dan 

atau ijarah terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk 

memenui kewajiban” 

PBI No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang 

Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan 

usaha berdasarkan Prinsipp syariah, pasal 1 butir 31 : 

“restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan 

yang dilakukan bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap 

nsabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi 
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kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu 

fatwa DSN dan Standar Akuntansi Keungan yang berlaku bagi 

bank syariah”.
25

 

Dari berbagai ketentuan Bank Indonesia diatas dilihat dari 

tujuannya, penyelamatan pembiayaan merupakan upaya atau 

langkah-langkah restrukturisasi yang di lakukan bank dengan 

mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan bermasalah 

secara bertahap dapat menjadi lancar kembali. 

4. Penyelesaian pembiayaan bermasalah 

Penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah upaya dan 

tindakan untuk menarik kembali pembiayaan nasabah dengan 

kategori bermasalah/macet, setelah upaya restrukturisasi tidak 

dapat dilakukan atau restrukturisasi tidak berhasil dan pembiayaan 

bermasalah tetap berada dalam golongan bermasalah/macet. Dalam 

rangka penyelesaian pembiayaan bermasalag tersebut, bank 

melakukan tindakan-tindakan hukum yang bersifat represif/kuratif. 

Usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat 

dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah, 

yaitu sebagai berikut : 

 Penyelesaian pembiayaan di mana pihak nasabah masih 

kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara 

kerjasama antara nasabah dank bank, dalam hal ini disebut 

                                                           
25

 Ibid. hal.82-84 
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sebagai “penyelesaian secara damai “ atau “penyelesaian 

secara persuatif”. 

 Penyelesaian pembiayaan di mana pihak debitur tidak 

kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan 

secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang 

dimiliki oleh bank. Dalam hal ini penyelesaian tersebut 

disebut “penyelesaian secara paksa”. 

Sumber-sumber penyelsaian pembiayaan antara lain berupa : 

 Barang-barang yang dijamin kepada bank. Dalam fiqh 

didasarkan pada prinsip rahn. 

 Jaminan perorangan (borgtocht), baik orang perorangan 

maupun dari hal badan hukum. Dalam fiqh didasarkan 

kepada prinsip khafalah. 

 Seluruh harta kekayaan debitur dan pemberi jaminan (dalam 

pasal 1131 KUH perdata), termasuk yang ada dalam bentuk 

piutang kepada bank sendiri. Dalam fiqh, hal ini antara lain 

didasarkan pada Hadist Rasulullah saw, sebagai berikut : 

dari Ka’ab bin Malik 

ع ل ي هَِو س ل مَ  َ ل ىَللهَ  لِكَِأ ن َالن بِ َ كَ ع بَِاب نَِماَ  ََع ن 
ل ه َو بَ ح ج رَ  كَ اَن َع ل ي هَِع ه ََع ل ىَم ع اَد َماَ    .فَِِد ي ن 



36 
 

 
 

“Sesungguhnya Nabi saw pernah menyita harta mullik 

Muaddz lalu beliau menjualnya untuk membayar utangnya” 

(HR. Imam Daruquhni). 

 Pembayaran dari pihak ketiga yang bersedia melunasi utang 

debitur. Dalam fiqh didasarkan pada prinsip hawalah atau 

kafalah.
26

 

Dari dasar dan prinsip-prinsip tersebut, bank dapat 

menentukan strategi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan 

pembiayaan yang macet sehingga bank tidak sampai mengalami 

kerugian. 

2. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)  

Untuk memperkecil risiko tertaggungnya kelangsungan usaha 

maka dipandang perlu bagi semua lembaga keuangan syariah untuk 

mengalokasikan sejumlah persentase tertentu untuk dijadikan sebagai 

cadangan atas kemungkinan kerugian  tersebut. Dalam standar untuk 

akuntansi dan auditing lembaga kuangan syariah disebutkan bahwa 

cadangan merupakan kompenen dari modal. Oleh karena itu, cadangan 

secara umum terbagi menjadi dua, yaitu cadangan untuk tetap dapat 

memberikan keuntungan bagi nasabah (profit equalization reserve) dan 

cadangan atas risiko yang mungkin terjadi dari investai (investment risk 

reserve). 

                                                           
26

 Ibid.hal 94-95 
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Pembentukan pemyisihan penghapusan aktiva produktif dilakukan 

sebagai tindakan berjaga-jaga (precautionary) terhadap kerugian yang 

mungkin timbul sebagai akibat debitur/nasabah tidak mempunyai 

kemauan atau kemampuan melunasi fasilitas pembiyaan yang telah 

diterimanya.
27

 AAOIFI (Acounting and Auditing Organization for Islamic 

Financial Institution), mewajibkan perbankan sebagai bagian dari 

lembaga keungan untuk membentuk cadagan kerugian agar dapat 

menjaga keberlangsungan usahannya.
28

 Penyisihan kerugian aktiva 

produktif dilakukan bank syariah menggunakan dana yang diambil dari 

keuntungan yang menjadi hak atau bagian yang sudah menjadi 

keuntungan nasabah dan tidak diperkenankan sebagai pengurang 

pendapatan dalam unsur perhitungan distribusi bagi hasil usaha. 

Pembentukan PPAP dapat dilakukan setiap bualanan, dan/atau pada setiap 

tanggal laporan keuangan intern dan tahunan. 

Peraturan bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 tentang penilaian 

Kualitas Aktiva bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, bank 

Indonesia menetapkan bahwa bank umum syariah dan UUS wajib 

membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) terhadap 

aktiva produktif dan aktiva nonproduktif. PPAP adalah cadangan yang 

harus dibentuk sebesar presentase tertentu berdasarkan kualitas aktiva. 

PPAP bagi Bank Umum Syariah dan UUS dimaksud berupa cadangan 
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 Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia...., hal.205 



38 
 

 
 

umum dan cadangan khusus untuk aktiva produktif, dan cadangan khusus 

untuk aktiva nonproduktif. 

Ketentuan Pasal 41 peraturan Bank Indonesia Nomor 

13/13/PBI/2011 diatur mengenai ketentuan tata cara pembentukan 

cadangan PPAP bagi bank umum syariah dan UUS. Berdasarkan 

ketentuan ini, pembentukan cadangan umum PPAP bagi bank umum 

syariah dan UUS, ditetapkan paling rendah sebesar 1% dari seluruh 

Aktiva Produktif yang digolongkan lancar dan tidak berlaku bagi Aktiva 

Produktif dalam bentuk SBIS. Sedangkan pembentukan cadangan khusus 

PPAP bagi bank umum syariah dan UUS ditetapkan paling rendah : 

a. Sebesar 5% dari aktiva produktif yang digolongkan DPK setelah 

dikurangi nilai anggunan. 

b. Sebesar 15% dari aktiva produktif dan aktiva nonproduktif yang 

digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan. 

c. Sebesar 50% dari aktiva produktif dan aktiva nonproduktif yang 

digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan. 

d. Sebesar 100% dari aktiva produktif dan aktifa nonproduktif yang 

digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.
29

  

Untuk menentukan Aktiva Produktif yang akan dipinjamkan 

kepada nasabah atau kelompok nasabah, bank umum diwajibkan untuk 

melibatkan penilai Aktiva Produktif independen dan penilai Aktifa 

Produktif yang berasal dari internal bank. Dalam hal anggunan akan 
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digunakan sebagai pengurang PPAP, maka penilai agunan minimal 

dilaksanakan oleh penilai independen bagi pembiayaan yang diberikan 

kepada nasabah atau kelompok nasabah dengan jumlah diatas Rp5 

miliyar atau penilai intern bank bagi pembiayaan kepada nasabah atau 

kelompok nasabah dengan jumlah sampai dengan Rp5 miliyar.
30

 Dalam 

melakukan penilaian anggunan penilai anggunan dari pihak internal bank 

harus sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan ketentuan 

ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.  

Penilaian terhadap agunan yang mencakup surat berharga, mesin, 

kendaraan bermotor, resi gudang, tanah dan bangunan wajib dilakukan 

sejak awal pemberian pembiayaan atau saat pemberian pembiayaan 

kepada nasabah. Untuk hasil penilaian agunan secara obyektif 

berdasarkan prinsip kehati-hatian, pihak bank seharusnya melibatkan 

pihak penilai agunan independen. Agunan yang dapat diperhitungkan 

sebagai pengurang dalam PPAP terdiri dari : 

a. Untuk agunan tunai berupa giro, tabungan, dan setoran  jaminan 

dalam mata uang rupiah dan valuta asing yan diblokir disertai dengan 

surat kuasa pencairan, maksimal sebesar 100%. 

b. Untuk agunan berupa sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang 

Pemerintah, maksimal sebesar 100%. 
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c. Untuk agunan berupa surat berharga yang aktif diperdagangkan di 

pasar modal. Surat berharga dinilai dengan menggunakan nilai pasar 

yang tercatat di bursa efek pada akhir bulan, maksimal sebesar 50%. 

d. Untuk agunan berupa tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara, 

dan kapal laut dengan ukuran diatas 20 meter kubik. Tanah dinilai 

berdasarkan nilai pasar, rumah dinilai berdasarkan nilai pasar dari 

kalkulasi biaya, sedangkan gedung, pesawat udara dan kapal laut 

dinilai berdasarkan nialai pasar, kalkulasi biaya, dan kapitalsasi 

pendapatan. Nilai yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang 

maksimal sebesar : 

1. Sebesar 70% untuk penilaian yang dilakukan belum melampaui 6 

bulan. 

2. Sebesar 50% untuk penilaian yangg dilakukan setelah melampaui 

6 bulan tetapi belum melampaui 18 bulan. 

3. Sebesar 30% untuk penilaian yang dilakukan setelahh melampaui 

18 bualan tetapi belum melampaui 30 bulan. 

4. Sebesar 0% untuk penilaian yang dilakukan setelah melampaui 30 

bulan.
31

  

Setiap bank melakukan perhitungan penyisihan penghapusan aktiva 

produktif sesuai peraturan yang berlaku seperti yang telah ditetapkan. 

Penyisihan penghapusan aktiva produktif ini sangat dipengaruhi oleh 

pembiyaan bermasalah yang dialami oleh bank. Dengan kata lain 
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semakin tinggi jumlah pembiayaan bermasalah, maka semakin besar 

penyisihan penghapusan aktiva produktifnya. 

Regulasi Bank Indonesia mengenai  ketentuan pembentukan PPA 

sejalan dengan Fatwa DSN Nomor 18/DSN/-MUI/IX/2000 tentang 

pencadangan aktiva  produktif dalam lembaga keuangan syariah. 

Penetapan DSN ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam rangka 

mengurangi risiko kerugian yang mungkin terjadi dalam pembiayaan 

yang diberikan, LKS dipandang perlu melakukan pencadangan, 

sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 18/DSN/-MUI/IX/2000 ditetapkan 

ketentuan umum mengenai pencadangan penghapusan aktiva produktif 

dalam LKS, yaitu sebagai berikut : 

a. Pencadangan boleh dilakukan oleh LKS 

b. Dana yang digunakan untuk pencadangan diambil dari bagian 

keuntungan yang menjadi hak LKS sehingga tidak merugikan 

nasabah. 

c. Dalam perhitungan pajak, LKS boleh mencadangkan dari seluruh 

keuntungan. 

d. Dalam kaitan dengan pembagian keuntungan, pencadangan hanya 

boleh berasal dari bagian keuntungan yang menjadi hak LKS.
32
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Berdasarkan fatwa DSN bahwa LKS juga perlu melakukan 

pencadangan terhadap akativa produktifnya dengan tujuan untuk 

mengurangi risiko kemungkinan terjadinya gagal bayar  dari pembiayaan 

yang diberikan kepada nasabah.  

3. Modal 

a. Pegertian Modal  

Sebagaimana perusahaan lainnya, bank juga memiliki modal 

yang dapat digunakan untuk operasionalnya. Bank adalah dana yang 

diserahkan oleh para pemilik (owner). Pada akhir periode tahun buku, 

setelah dihitung keuntungan yang didapat pada tahun tersebut, pemilik 

modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal 

dengan deviden.
33

 Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi 

perkembangan dan kemajuan suatu bank sekaligus menjaga 

kepercayaan masyarakat.  

Menurut Zainal Arifin secara tradisional, modal didefinisikan 

sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu 

perusahaan. berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai 

kekayaan bersih (net worth) yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva 

dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (liabilities). Pada suatu 

bank, modal bank diperoleh dari para pendiri atau para pemegang 
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saham dan hasil usaha yang berasal dari kegiatan bank.
34

 Modal bank 

dibagi ke dalam modal inti dan modal pelengkap. 

a) Modal inti 

Modal inti disebut juga core capital atau tier 1 terdiri atas 

modal setoran, agio saham, modal sumbangan, cadangan umum, 

cadangan tujuan, laba ditambah setelah diperhitungkan pajak, laba 

tahun lalu laba bersih tahun lalu setelah pajak, laba tahun berjalan 

laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan 

(diperhitungkan 50%), Bila dalam pembukuan bank terdapat 

goodwiil, maka jumlah modal inti harus dikurangi dengan nilai 

goodwill tersebut, dan diperhitungkan kekurangan jumlah 

penyisihan penghapusan aktiva produktif dari jumlah yang 

seharusnya dibentuk. 

b) Modal pelengkap  

Modal pelengkap disebut juga Supplementer Capital atau 

Tier 2 terdiri atas cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan 

penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, modal pinjaman, 

pinjaman subordinasi (minimum 50% dari jumlah modal inti), 

modal pelengkap tersebut yang diperhitungkan menjadi komponen 

modal maksimum sebesar 100% dari jumlah modal inti.
35

 Khusus 

untuk modal pinjaman dan pinjaman subordinasi, Bank Syariah 

tidak dapat mengkatagorikan sebagai modal. 
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b. Fungsi modal 

Bank sebagai unit bisnis membutuhkan darah bisnis, yaitu 

berbentuk modal. Modal bank adalah aspek yang sangat penting bagi 

suatu unit bisnis bank. Sebab beroperasi tidaknya atau dipercaya 

tidaknya suatu bank, salah satunya sangat dipengaruhi oleh kondisi 

kecukupan modal.
36

 Menurut johnson and johnson, modal bank 

mempunyai tiga fungsi sebagai berikut : 

Pertama,sebagai penyangga untuk menyerap kerugian 

operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini modal 

memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan 

perlindungan terhadap kepentingan para deposan. Kedua, sebagai 

dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian pembiayaan kepada 

setiap individu nasabah. Melalui pembatasan ini bank sentral 

memaksa bank untuk melakukan diversifikasi pembiayaan mereka 

agar dapat melindungi diri terhadap kegagalan pembiayaan dari satu 

individu nasabah. Ketiga, modal juga menjadi dasar perhitungan bagi 

para partisipan untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara 

relatif untuk menghasilkan keuntungan.
37

 Tingkat keuntungan bagi 

para investor diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih 

dengan ekuitas.  

Sementara menurut Brenton C. Leavitt, staf Dewan Guberbur 

Bank Sentral Amerika, dalam kaitannya dengan fungsi dari modal 
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bank, menekankan ada empat hal yaitu: pertama, untuk melindungi 

deposan yang tidak diasuransikan, pada saat dalam keadaan insilvable 

dan likuidasi; kedua, untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan 

guna menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus 

beroperasi; ketiga, untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan 

dasar lainnya yang diperlukan untuk menawarkan pelayanan bank; 

dan keempat, sebagai alat pelaksanaan peraturan pengendali 

ekspentasi aktiva yang tidak tepat.
38

 Melihat fungsi modal pada suatu 

bank seperti dijelaskan diatas, bahwa kedudukan modal merupakan 

hal penting yang harus dipenuhi terutama oleh pendiri bank dan para 

manajeman bank selama bank tersebut beroperorasi.  

c. Sumber permodalan Bank Syari’ah 

Sumber utama modal bank syari’ah adalah modal inti (core 

capita) dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang besaral dari 

pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para 

pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Sedangkan kuasi 

ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi 

hasil (mudharabah).
39

 Rekening bagi hasil ini hanya dapat 

menanggung risiko atas aktiva yang dibiayai oleh dana dari rekening 

bagi hasil itu sendiri. 

 Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan 

penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan 
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para pemegang  rekening titipan (wadi’ah) atau pinjaman (qard). 

Dana-dana rekening bagi hasil (mudharabah), sebenernya juga dapat 

dikategorikan sebagai modal, yang biasa disebut denngan kuasi. 

Namun demikian rekening ini hanya dapat menanggung risiko atas 

aktiva yang di biayai oleh dana dari rekening bagi hasil itu sendiri. 

Modal merupakan bagian dari dana yang digunakan bank 

dalam aktivitas kesehariannya. hal penting berkaitan dengan masalah 

dana adalah bagaimana melakukan aktivitas manajemen dana.
40

 

Manajemen dana adalah proses pengelolaan, penghipunan dan 

pengalokasian dana masyarakat serta dana modal untuk mendapat 

tujuan bank syari’ah secara efektif dan efisien. 

d. Batas Maksimum penyertaan Modal 

Berdasarkan ketentuan dari Bank Indonesia yang tertuang dalam 

peraturan Bank Indonesia No 15/11/PBI/2013, pasal 5 (butir 1 dan 2) 

dan pasal 6 butir 1 diatur tentang batas maksimum penyetoran modal 

bank syariah dalam aktivitas pembiayaan. Dengan ketentuan didalam 

pasal Pasal 5 yang berbunyi : 

 “Penyertaan modal dapat dilakukan secara langsung atau 

melalui pasar modal” 

 “Penyertaan modal sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) 

hanya dapat dilakukan untuk investasi jangka panjang dan 

dimaksudkan untuk jual beli saham” 
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 Serta ketentuan didalam Pasal 6 yang berbunyi :  

“Jumlah seluruh portofolio penyertaan modal ditetapkan paling 

tinggi sebesar penyertaan modal sesuai pengelompokan Bank 

berdasarkan BUKU”.
41

 

Dalam aspek permodalan adanya kewajiban bagi bank untuk 

menyediakan kewajiban penyediaan Modal Minimum Bank (Capital 

Adiquacy Ratio/CAR). Rasio ini digunakan untuk menghitung proporsi 

modal sendiri dibandingkan dengan dana luar di dalam pembiayaan 

kegiatan usaha perbankan. Semakin rasio tersebut semakin baik posisi  

modal sebuah bank. Modal disini meliputi modal inti (Tier I) + modal 

pelengkap (Tier II) : 

a. Modal disetor maupun dana setoran modal 

b. Cadangan umum  

c. Cadangan lainnya  

d. Sisa laba tahun lalu 

e. Laba tahun berjalan 

Ketentuan mengenai batas minimum CAR dari waktu kewaktu 

telah diubah oleh Bank Indonesi, antara lain : 

 Surat keputusan Direksi Bank Indonesia No.26/20/KEP/DIR 

tgl. 29 Mei 1993, Bank Indonesia menetapkan CAR 8% dari 

aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) 
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 Surat keputusan direksi Bank Indonesia No.31/146/KEP/DIR 

tgl. 12 November 1998 menjadi sebesar 4% dari ATMR. 

Penurunan ini dikarenakan krisis ekonomi dan moneter yang 

terjadi di Indonesia pada saat itu. 

Perhitungan CAR sebagai berikut :  

 

𝐶𝐴𝑅 =
𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 − 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑒𝑟𝑡𝑎𝑎𝑛

𝐾𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔
𝑀𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑡 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 (𝐴𝑇𝑀𝑅)

 𝑥100% 

Penilaian terhadap pemenuhan KPMM (kewajiban penyediaan modal 

minimum)  Bank : 

a. Pemenuhan KPMM sebesar 8% diberi predikat “sehat” dengan 

nilai 81, dan untuk kenaikan 0,1% dari pemenuhan KPMM 

sebesar 8%, maka nilai kredit ditambah 1 hingga maksimum 

100.  

b. Pemenuhan KPMM kurang dari 8% sampai 7,9% diberi 

predikat “kurang lancar” dengan nilai kredit 65% dan untuk 

setiap penurunan 0,1% dari pemenuhan KPMM sebesar 7,9% 

nilai kredit dikurangi 1 dengan maksimum 0.
42

 

Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh bank Indonesia, 

kewajiban penyediaan modal minimum yang harus disediakan oleh 

suatu bank minimal 8%. Angka tersebut merupakan penyesuaian dari 
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ketentuan yang berlaku secara internasional berdasarkan standar Bank 

for International Settlement (BIS) 

4. Pembiayaan 

a. Pengertian Pembiayaan 

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan 

oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung ivestasi yang 

telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga. Menurut UU 

No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diuabah 

menjadi UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 

nomor (12) ; “perbankan berdasarkan prinsip syari’ah adalah 

pendanaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak 

lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan 

uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 

imbalan atau bagi hasil.” 
43

  

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan 

adalah penyediaan uang berdasarkan ketentuan atau perjanjian tertentu 

yang telah disepakati oleh pihak Bank dan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk membayar/mengembalikan 

utangnya pada jangka waktu tertentu beserta bagi hasilnya. 
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b. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan 

Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syari’ah secara umum 

berfungsi sebagai berikut : 

1. Meningkatkan daya guna uang, 

2. Meningkatkan daya guna barang, 

3. Meningkaatkan peredaran uang,  

4. Menimbulkan kegairahan berusaha, 

5. Stabilitas ekonomi, dan  

6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. 

Sedangkan tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok : 

a) Tujuan pembiayaan secara makro sebagai berikut : 

1. Peningkatan ekonomi umat, 

2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, 

3. Meningkatkan produktivitas masyarakat, 

4. Membuka lapangan kerja baru. 

b) Tujuan pembiayaan secara mikro sebagai berikut : 

1. Sebagai upaya memaksimalkan laba, 

2. Sebagai upaya meminimalkan risiko, 

3. Sebagai pendayagunaan sumber ekonomi, 

4. Penyaluran kelebihan dana.
44

 

 Tujuan dan fungsi Pembiayaan yang diberikan oleh bank 

syari’ah seperti yang disebutkan diatas yaitu dapat membantu 

                                                           
44

Ibid. Hal.8  



51 
 

 
 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan 

usahanya. Masyarakat yang memiliki kelebihan dana bisa menitipkan 

uangnya dibank dan oleh bank uang tersebut dapat disalurkan kembali 

dalam bentuk pembiayaan yang diberikan bagi masyarakat yang 

membutuhkan modal untuk meninngkatkan usahanya. 

c. Jenis-jenis Pembiayaan Bank Syari’ah 

Pada prinsipnya, bentuk dari pembiayaan adalah uang bank yang 

dipinjamkan kepada masyarakat yang kemudian uang tersebut akan 

dikembalikan pada bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan 

disertai dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atua bagi hasil pada 

Bank Syari’ah. Jenis-jenis pembiayaan di Bank syari’ah sebagai 

berikut : 

a. Pembiayaan Modal Kerja Syari’ah 

Pembiayaan jangka pendek dengan jangka waktu maksimum 

1 (satu) tahun yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai 

kebutuhan modal kerja berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah.  

Berdasarkan akad yang digunakan dalam pembiayaan 

syari’ah, jenis pembiayaan modal kerja syari’ah dibagi memnjadi 5 

macam : 

1. Pembiayaan modal kerja Mudharabah 

2. Pembiayaan modal kerja Istish’na 

3. Pembiayaan modal kerja Salam 

4. Pembiayaan modal kerja Murabahah 
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5. Pembiayaan modal kerja Ijarah 

b. Pembiayaan Investasi Syari’ah 

Pembiayaan investasi dapat digolongkan sebagai berikut : 

1. Investasi pada masing-masing komponen aktiva lancar 

2. Investasi pada aktiva tetap atau proyek 

3. Investasi dalam efek atau surat berharga (securities). 

c. Pembiayaan Konsumtif Syari’ah  

Pembiayaan konsumtif yang diberikan untuk tujuan diluar 

usaha dan umumnya bersifat perorangan. Menurut jenis akadnya 

dalam produk syari’ah, sebagai berikut : 

1. Pembiayaan konsumen akad Murabahah 

2. Pembiayaan konsumen akad Ijarah Muntahia Bit Tamlik 

(IMBT) 

3. Pembiayaan komsumen akad Ijarah 

4. Pembiayaan konsumen akad Istishna’ 

5. Pembiayaan konsumen akad Qard + Ijarah 

d. Pembiayaan Sindikasi 

Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan ileh 

lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek 

pembiayaan tertentu. pembiayaan sindikasi biasanya diperlukan 

kepada nasabah korporasi karena nilai transaksinya sangat besar. 

Sindikasi mempunyai tiga bentuk : 
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1. Lead Syndication 

2. Club Deal 

3. Sub Syndication 

e. Pembiayaan berdasarkan Take Over 

1. Hutang pokok plus bunga 

Dalam memberikan Take Over hutang pokok bunga, bank 

syari’ah memberikan jasa qardh, karena jasa qardh tidak 

terbatas untuk menalangi hutang termasuk hutang yang 

berbasis bunga. 

2. Hutang pokok  

Dalam memberiikan Take Over hutang pokok saja, bank 

syari’ah memberikan jasa hiwalah (pengalihan hutang).  

Terkait akad yang digunakan, disesuaikan dengan apakah take 

over dengan jasa hiwalah tadi berupa pembiayaan modal, 

investasi, atau konsumsi. 

3. Pembiayaan Letter of Credit  

a. Pembiayaan L/C Import 

Berdasarkan Fatwa DSN No. 34/DSN-MUI/IX/2002, akad 

yang digunakan untuk pembiayaan L/C import adalah : 

b. Wakalah bil Ujrah 

c. Wakalah bil Ujrah dengan Qardh 

d. Murabahah  

e. Salam, Istishna’ dan Murabahah 
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f. Musyarakah 

g. Wakalah bil Ujrah dan Hiwalah 

a. Pembiayaan L/C eksport 

Berdasarkan Fatwa DSN No. 34/DSN-MUI/IX/2002, akad 

yang digunakan untuk pembiayaan L/C eksport adalah : 

a. Wakalah bil Ujrah 

b. Wakalah bil Ujrah dengan Qardh 

c. Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah 

d. Musyarakah 

e. Bai’ dan wakalah
45

 

Dalam melaksanakan operasional perbankan khususnya dalam 

melakukan pembiayaan, Bank harus memperhatikan tingkat risiko 

yang akan terjadi yang dimiliki produknya. Terlebih dengan 

pembiyaan yang disalurkan, dimana terdapat kemungkinan akan 

adanya risiko gagal bayar atau yang disebut dengan NPF.  

d. Analisis pembiayaan 

Merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank 

syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah 

diajukan oleh calon nasabah. Bank melakukan analisis pembiayaan 

dengan tujuan mencegah secara dini kemungkinan terjadinya default 

oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang 
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sangat penting dan dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah 

untuk menilai kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah.  

Beberapa prinsip dasar analisis pembiayaan yang merupakan 

pedoman-pedoman yang perlu dilakukan sebelum memutuskan 

permohonan pembiayaan yang diajukan oleh  calon nasabah antara 

lain : 

a) Character artinya menggambarkan watak dan kepribadian calon 

nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon 

nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah 

mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar 

kembali pembiayaan yang diterima sesuai perjanjian yang telah 

ditetapkan.
46

 Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon 

nasabah dapat ditempuh dengan langkah sebagai berikut : 

 Meneliti riwayat hidup calon nasabah 

 Meneliti reputasi calon nasabah 

 Meminta bank to bank information 

 Meminta info kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon 

nasabah berada 

 Mencari informasi apakah calon nasabah suka berjudi 

 Apakah calon nasabah suka berfoya foya 

b) Capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya 

guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/ 
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 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prnadamedia Group,2011).hal.119-120 



56 
 

 
 

pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat 

unuk mengukur sejauh mana calon nasabah mampu melunasi 

utang-utangnya (ability to pay) secara tepat waktu, dari usaha yang 

dijalankan. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan: 

 Pendekatan historis, yaitu menilai past performance. Apakah 

menunjukkan perkembangan dari waktu kewaktu. 

 Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan 

para pengurus. Hal ini untuk menjamin profesionalitas kerja 

perusahaan. 

 Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon nasabah 

mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk 

melakukan perjanjian pembiayaan dengan bank atau tidak. 

 Pendekatan manajerial, yaitu untuk menilai sejauhmana 

kemampuan dan keterampilan customer melaksanakan fungsi-

fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan. 

 Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana 

kemampuan calon nasabah mengelola faktor-faktor produksi, 

seperti tenaga kerja, bahan baku, peralatan/mesin-mesin, 

adinistrasi keuangan, industrial relation, sampai kemampuan 

merebut pasar.
47

 

c) Capital merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah 

atau jumlah dana yang disertakan dalam usaha yang dibiayai. 
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Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon 

nasabah dalam obyek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi 

bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan 

pembiayaan dan pembayaran kembali. Cara yang ditempuh bank 

untuk mengetahui capital antara lain: 

 Laporan keuangan calon nasabah 

Struktur modal ini penting untuk menilai tingkat dept to equity 

rasio. Analisis rasio keuangan dapat dilakukan oleh bank untuk 

dapat mengetahui modal perusahaan. analisis rasio keuangan 

ini dilakukan apabila calon nasabah merupakan perusahaan. 

 Uang muka  

Uang muka yang dibayar dalam memperoleh pembiayaan. 

Dalam hal calon nasabah adalah perorangan, dan tujuan 

penggunaan jelas, misalnya pembiayaan untuk pembelian 

rumah, maka analisis capital dapat diartikan sebagai jumlah 

uang muka yang dibayar oleh calon nasabah kepada 

pengembang atau uang muka yang telah disiapkan. 

d) Colateral merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah 

atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber 

pembayaran kedua. Apabila nasabah tidak dapat membayar 

angsurannya, maka bank syariah dapat melaukan penjualan 

terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai 
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sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya. Secara 

perinci pertimbangan atas collateral dikenan dengan MAST: 

 Marketability 

Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah 

diperjualbelikan. 

 Ascertainability of value 

Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti. 

 Stability of value 

Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, 

sehingga ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa meng 

caver kewajiban nasabah. 

 Tranferability 

Agunan yang diserahkan bank mudah dipindah tangankan dan 

mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain.
48

 

e) Condition of Economy artinya keadaan meliputi kebijakan 

pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi 

perekonomian. Penilaian terhadap kondisi ekonomi dapat dilihat 

dari : 

 Keadaan konjungtur 

 Peraturan-peraturan pemerintah 

 Situasi, politik, dan perekonomian dunia 

 Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran 
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Prinsip analisi pembiayaan yang lain (3R) : 

a) Return atau balikan yaitu hasil yang akan dicapai dalam kegiatan 

pembiayaan. 

b) Repayment atau perhitungan pengembalian dana dari kegiatan 

yang mendapatkan pembiayaan. 

c) Risk bearing ability yaitu perhitungan besarnya kemampuan 

debitur dalam menghindari risiko yang tidak terduga.
49

  

Analaisis pembiayaan sangat penting dilakukan bank syari’ah 

sebelum pembiayaan diberikan. Karena bank dapat mengetahui 

bagaimana latar belakang nasabah, bagai mana usaha yang dijalankan 

nasabah apakah layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan. Tujuan 

utama dari analisis pembiayaan yaitu memperoleh keyakinan apakah 

nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajiban 

sesuai kesepakatan yang telah disepakati dengan bank. 

5.  Lembaga Keuangan Syari’ah/ Koperasi Syari’ah 

Untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil dan efisien, maka 

setiap tipe dan lapisan masyarakat harus terwadahi keinginannya dalam 

berinvestasi dan berusaha sesuai dengan kemampuan dan keinginan. Hal 

tersebut sesuai dengan ajaran Islam yang diperuntukkan untuk sekalian 

alam (rahmatan lil ‘alamin), dan prinsip bekerja sesuai dengan 

kemampuan. Perbankan, baik konvensional ataupun Islam, hanya 

memberikan fasilitas kepada masyarakat yang memiliki modal relatif kecil 
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dan risk averter. Dengan demikian, masih terdapat kelompok masyarakat 

yang tidak terfasilitasi oleh jasa perbankan. Seperti masyarakat yang 

secara legal dan administratif tidak memenuhi kriteria perbankan dan 

masyarakat yang menginginkan jasa keuangan non-invesatasi, misalnya 

pertanggungan terhadap risiko kekurangan likuiditas dalam kasus darurat, 

kebutuhan danan konsumtif jangka pendek, tabungan hari tua, dan 

sebagainya.
50

 Dengan hal tersebut, maka diperlukan isntitusi-institusi 

pendukung dalam sistem keuangan. 

Pada prinsipnya, dalam sistem keuangan Islam, lembaga-lembaga 

keuangan non-bank yang diperlukan memiliki peran yang hampir sama. 

Perbedaan terletak pada prinsip dan mekanisme operasionalnya. Oleh 

karena itu, untuk mewadahi kepentingan masyarakat yang belum 

tersalurkan oleh jasa perbankan Islam, maka telah dibentuk beberapa 

institusi keuangan non-bank dengan prinsip yang dibenarkan oleh syariah 

Islam, Seperti Baitul Maal Wattamwil dan koperasi pondok pesantren, 

asuransi syari;ah (takaful), reksadana syari’ah, pasar modal syari’ah, 

penggadaian syari’ah (Rahn), dan lembaga zakat, Infaq, shadaqah dan 

wakaf.
51

 Lembaga-lembaga keuangan non-bank tersebut mempunyai 

peranan yang hampir sama dengan lembaga keuangan bank yang 

tujuannya membantu masyarakat untuk meningkatkan usahanya. 
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a. Dasar koperasi syari’ah 

Koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi rakyat telah lama 

dikenal di Indonesia. Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang 

perkoperasian, dalam bab 1 pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa koperasi 

adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan 

hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 

koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas 

kekeluargaan.  

Tujuan pendirian koperasi, menurut UU perkoperasian adalah 

memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat 

pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional 

dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur 

berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.  

Disamping lembaga koperasi yang telah dikenal, saat ini juga 

berkembang lembaga Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang merupakan 

lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil kebawah 

golongan ekonomi lemah dengan berlandaskan sistem ekonomi 

syaria’ah Islam. Badan hukum dari BMT dapat berupa koperasi untuk 

BMT yang telah mempunyai kekayaan lebih dari Rp. 40 juta dan telah 

siap secara administrasi untuk mejadi koperasi sehat dilihat dari 
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pengelolaan koperasi dan para pengurus yang telah mengelola BMT 

secara syari’ah Islam.
52

 

b. Pengertian BMT 

BMT merupakan kependekan dari Baitul Maal wa Tamwil atau 

dapat juga ditulis dengan Baitul Maal wa baitul tamwil. Secara harfiah 

Baitul Maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. 

Baitul Maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, 

yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan permkembangan isla. 

Dimana baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus 

mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan baitul tanwil merupakan 

lembaga bisnis bermotif laba.
53

 

BMT adalah sebuah lembaga keuangan mikro yang memadukan 

kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Baitul Maal berarti 

lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil 

(syariah), menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam 

rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan 

kaum duafa. Baitul Tamwil berarti melakukan kegiatan pengembangan 

usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas 

ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong 

kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya, 
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menerima titipan dana zakat, infaq dan shodaqah serta mengoptimalkan 

distribusinya sesuai dengan peraturan dana amanahnya.
54

 

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian yang 

menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga 

berperan sebagai sosial. Sebagai lembaga sosial, Baitul Maal sebagai 

kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) oleh 

karenanya baitul maal ini harus didorong agar mampu berperan secara 

profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak 

meliputi dana zakat, infaq, sodaqah, wakaf dan sumber dana-dana sosial 

yang lain dan upaya pentsyarufan zakat kepada golongan yang paling 

berhak sesuai dengan ketentuan asnabiah (UU nomor 38 tahun 1999).
55

 

c. Produk-produk BMT 

Adapun macam-macam produk Baitul Maal Wa Tamlik (BMT) adalah 

sebagai berikut:  

a) Produk penghimbunan dana (Funding) 

Dalam penghimpunan dana (Funding)  diupayakan untuk 

direncanakan dengan matang, supaya menarik minat masyarakat 

untuk bergabung dengang koperasi syariah/BMT. Prinsip simpanan 

BMT atau koperasi syari’ah yaitu : 

(a) Prinsip wadi’ah adalah akad penitipan barang atau uang pada 

BMT. BMT berkewajiban menjaga dan merawat barang 

tersebut denganbaik serta mengembalikannya saap penitip 
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(muwadi’) menghendakinya. Prinsip wadi’ah dibagi menjadi 

dua yaitu: 

1. Wadi’ah Amanah yaitu penitiipan barang atau uang tetapi 

BMT tidak memiliki hak untuk mendaya gunakan titipan 

tersebut. 

Produk yang dihasilkan dari wadi’ah amanah ini antara 

lain: ZIS, wakaf dan hibah serta funding qordhul hasan 

yang merupakan produk pengelolaan dana ibadah. 

2. Wadi’ah dhamanah merupakan titipan barang atau uang 

kepada BMT, namun BMT memiliki hak untuk 

mendayagunakan dana tersebut.
56

BMT bisa menggunakan 

dana tersbut untuk melakukan pembiayaan kepada nasabah 

sehingga dari dana tersebut pihak BMT bisa mendapat 

keuntungan. 

Produk yang dihasilkan dari wadi’ah dhamanah yaitu 

tabungan wadi’ah. 

(b) Prinsip Mudharabah adalah akad kerja sama modal dari 

pemilik dana (shohibul maal) dengan pengelola  dana atau 

pengusaha (mudhorib) atas dasar bagi hasil.
57

 Produk 

pengumpulan dana yang ditawarkan lembaga keuangan 

syari’ah (BMT) adalah sebagai berikut: 
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1. Simpanan wadi’ah 

2. Simpanan mudharabah 

3. Deposito (simpanan berjangka) mudharabah 

b) Pembiayaan (Financing) 

  Produk Financing dikembangkan berbagai produk yang 

disesuai kegiatan usaha, baik yang mendatangkan profit maupun 

non profit.
58

 Produk financing yang ditawarkan lembaga keuangan 

syari’ah (BMT) adalah sebagai berikut: 

(a) Pembiayaan Mudharabah 

 Akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak 

pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan 

pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan 

keuntungannya dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan 

sedangkan kerugian pada produk ini ditanggung oleh pemilik 

dana. 

(b) Pembiayaan musyarakah 

Akad kerjasama dua pihak atau lebih untuk suatu usaha 

tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan konstribusi 

dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan 

kesepakatan sedangkan resiko berdasarkan kontribusi dana. 
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(c) Pembiayaan Murabahah 

Pembiayaan dengan pola jual beli, dimana LKS sebagai 

penjual atau penyedia barang, sedangkan nasabah sebagai 

pembeli dengan cara pembayaran diangsur atau dibayarkan 

tunai dalam jangka waktu tertentu. 

B. Penelitihan Terdahulu  

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai Pengaruh NPF (Non 

Performing Financing), Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dan 

Modal terhadap Penyaluran Pembiayaan pada Lembaga Keuangan 

Syari’ah ASRI, peneliti dengan segala kemampuan yang ada berusaha 

mengumpulakan informasi dari berbagai buku atau karya ilmiah lain yang 

dapat di jadikan referensi, sumber, dan acuan sebagai perbandingan dalam 

penelitian ini, antara lain : 

Penelitian yang dilakukan oleh Wuri
59

 yang bertujuan untuk 

menguji Analisis pengaruh dana pihak ketiga (DPK), capital adequacy 

ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return on asset (ROA) 

terhadap pembiayaan pada Perbankan Syari’ah studi kasus pada Bank 

Muamalat Indonesia Periode 2001-2011. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil penelitian ini adalah DPK, 

CAR, NPF, dan ROA dapat disimpulkan bahwa hasil penghitungan 

analisis koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 98,9% terhadap 
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 Wuri Arianti, Analisis pengaruh dana pihak ketiga (DPK), capital adequacy ratio 
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pembiayaan, dan sisanya sebesar 1,1% merupakan faktor lain yang tidak 

diteliti oleh penulis,  

Berdasarkan Uji t DPK berpengaruh posotif terhadap  pembiayaan, 

CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan, dan NPF tidak berpengaruh 

terhadap pembiayaan sedangkan ROA juga tidak berpengaruh terhadap 

pembiyaan. Persamaan dengan peneliti sekarang yaitu dalam hal metode 

yang digunakan sama-sama menggunakan metode kuantitaif. 

Perbedaannya pada penelitian ini variabel independennya ROA dan DPK. 

Sedangkan pada penelitian sekarang Variabel independennya PPAP. 

Penelitian yang dilakukan oleh Roheni
60

 yang bertujuan untuk 

menguji “Pengaruh Rasio Kecukupan Modal dan Kredit Mancet terhadap 

Penyaluran Kredit (Studi Kasus pada PT.Bank Mega Tbk)”. Metode yang 

digunakan Dalam penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dan 

metode Verifikatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil 

penelitian ini Dilihat dari nilai hasil korelasi berganda (R) sebesar 0,897 

berada diantara 0,800 – 1,000 yang tergolong dalam kriteria korelasi 

sangat kuat. Artinya, Rasio Kecukupan Modal dan Kredit Macet secara 

bersama-sama memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Penyaluran 

Kredit. Selain itu, nilai R-Square sebesar 0,804 menunjukkan bahwa Rasio 

Kecukupan Modal dan Kredit Macet secara bersama-sama mampu 

memberikan perubahan sebesar 80,4% terhadap Penyaluran Kredit pada 
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PT. Bank Mega Tbk. Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu dalam 

hal metode kuantitatif dan sama-sama membahas penyaluran pembiyaan . 

Perbedaaannya pada penelitian ini variabel independen yang digunakan 

yaitu mengenai rasio kecukupan modal dan kredit macet. Sedangkan pada 

penelitian sekarang ada penambahan variabel independen yaitu penyisihan 

penghapusan aktiva produktif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Masturina
61

 yang bertujuan untuk 

menguji “Pengaruh NPF, DPK, dan Inflasi terhadap penyaluran 

pembiayaan kecil dan menengah (UKM) pada BPRS  di Indonesia.” 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif, 

yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Hasil dari penelitian ini 

menyebutkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap penyaluran 

pembiayaan UKM, sesuai dengan Ha1 yang menyatakan bahwa NPF 

memiliki pengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan UKM.  

DPK berpengaruh positif terhadap penyaluran UKM, sesuai dengan 

Ha2 menyatakan bahwa DPK memiliki penngaruh positif terhadap 

penyaluran pembiayaan di UKM. Dan Inflasi tidak berpengaruh terhadap 

pembiayaan UKM, sesuai dengan Ha3 yang menyatakan bahwa inflasi 

memiliki pengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan UKM pada 

                                                           
61 Cahya Masturina Citra, “Pengaruh NPF, DPK, dan Inflasi terhadap Penyaluran 

Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada BPRS di Indonesia”, Fakultas Syari’ah dan 

Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta,  2013,  digilib.uin-

suka.ac.id/.../BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.... NPF. Diakses pada tgl. 15 

November 2015. Jam 11.00 WIB 
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BPRS di Indonesia. Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu dalam hal 

metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif dan sama-sama membahas 

tentang NPF pada penyalurran pembiayaan. Perbedaannya pada penelitian 

ini variabel yang digunakan yaitu NPF, DPK dan Inflasi. Sedangkan 

penelitian sekarang varibel independen yang digunakan yaitu NPF, PPAP 

dan Modal. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurkhosidah
62

 yang bertujuan 

untuk menguji “Analisis Pengaruh Variabel Non Performing Financing, 

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, Financing to Deposit Ratio,  

Biaya Operasional Per Pendapatan Operasinonal terhadap Profitabilitas 

pada Bank Syariah Mandiri”. Penelitian ini menggunakan metode terapan 

yaitu penelitian yang menyangkut aplikasi teori untuk memecahkan 

permasalahan tertentu dan penelitian ini tergolong peneletian asosiatif.  

Penelitian ini menyimpulkan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan 

terhadap Profitabilitas (ROA) BSM, sehingga penurunan sehingga 

penurunan NPF akan diikuti dengan peningkatan profitabilitas selama 

periode pengamatan begitu sebaliknya, sedang  PPAP tidak berpengaruh 

terhadap Profitabilitas (ROA) BSM, sehingga penurunan atau kenaikan 

PPAP selam periode pengamatan tidak berpengaruh terhadap besarnya 

nilai ROA BSM. Hal ini terjadi karena BSM memiliki modal yang cukup 

untuk menunjang kegiatan usanya. 

                                                           
62

 Siti Nurkhosidah, Analisis Pengaruh Variabel Non Performing Financing, Penyisihan 

Penghapusan Aktiva Produktif, Financing to Deposit Ratio, Biaya Operasional Per Pendapatan 

Operasinonal terhadap Profitabilitas, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009. 
http://digilib.uin-suka.ac.id/3564/1/BAB%20I,V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf. Diakses pada 

tanggal. 15 November 2015. Pukul:11.00. 

http://digilib.uin-suka.ac.id/3564/1/BAB%20I,V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
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Variabel FDR tidak berpengaruh terhadapa Profitabilitas (ROA) 

BSM sehingga penurunan atau kenaikan FDR selama periode pengamatan 

tidak berpengaruh terhadap besarnya nilai ROA. Hal ini terjadi karena 

selama periode pegamatan kondisi sektor riil memberuk sehingga 

pembiayaan yang dilakukan tidak berjalan lancar, dan BOPO berpengaruh 

negatif signifikan terhadap Profitabiltas (ROA) BSM sehingga kenaaikan 

BOPO akan diikuti dengan penuruna ROA. Hal ini terjadi karena besarnya 

BOPO akan menurunkan perolehan pendapatan yang diakhirinya 

penurunan profitabilitas. Ada dua variabel independen yang sama pada 

penelitian ini yaitu variabel NPF dan PPAP. Perbedaannya penelitian ini 

fokus pada profitabilitas sedang penelitian sekarang fokus pada penyaluran 

pembiayaan. 
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C. Kerangka Konseptual 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dan kajian teoritis 

diatas, maka dirumuskan kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut : 

 

Gambar 2.1 
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 𝐻2 
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Sumber : Kajian teori dan empirik, yang relevan: 
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Keterangan :  

1. Pengaruh Non Performing Financing terhadap Penyaluran Pembiayaan 

didukung oleh teori yang dikemukakan Hendy Herijanto
63

 serta 

didukung oleh penelitian terdahulu oleh nurkholidah
64

 dan melinda
65

. 

2. Pengaruh Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terhadap 

Penyaluran Pembiayaan didukung oleh teori yang dikemukakan Zamir 
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66

 dan Rachmadi Usman
 67

 serta didukung oleh 

penelitian terdahulu oleh nurkholidah
68

 

3. Pengaruh Modal terhadap Penyaluran Pembiayaan didukung oleh teori 

yang dikemukakan Binti Nur Asiyah
69

 dan Muhammad
70

 serta 

didukung oleh penelitian terdahulu oleh Norita
71

 dan wuri
72

 

4. Pengaruh Non Performing Financing, Penyisihan Aktiva Produktif, 

dan Modal terhadap Penyaluran Pembiayaan didukung oleh teori yang 
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dikemukakan Faturrahman Djamil
73

, Binti Nur Asiyah
74
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didukung oleh penelitian terdahulu oleh melinda
75

 dan hargiantono
76
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